
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Pasirmae Kecamatan 

Cipeucang Kabupaten Pandeglang, telah ditemui kecurangan yang 

dilakukan oleh ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS) 02 Pasirmae untuk mensukseskan 

nomor urut 1 dengan cara mencoblos surat suara pada saat 

masyarakat/pemilih sudah tidak ada di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS). Kemudian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara (KPPS) mengajak Pengawas Tempat Pemungutan Suara 

(PTPS) untuk ikut serta dalam mensukseskan kemenangan calon 

nomor urut 1 dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 

500,000; agar Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 

menutupi atas kecurangan tersebut. 

Berdasarkan hasil laporan Pengawasan Tempat Pemungutan 

Suara (PTPS) dan ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) Kecamatan Cipeucang saudara Aan Zam’an 

mengatakan bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut 
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telah terjadi pelanggaran secara terstruktur oleh panitia Pemilihan 

Umum (Pemilu) dan aparat pemerintah setempat berupa 

pencoblosan surat suara sisa atau surat suara yang sudah tidak 

digunakan secara sengaja oleh ketua dan anggota Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Secara bergantian. 

Pada pukul 19.00 WIB Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan (Panwascam) telah melakukan pencermatan data 

perolehan suara yang sudah masuk via laporan cepat google form, 

Siwaslu, dan WA grup. Bahwa betul di Tempat Pemungutan Suara 

(TPS) 02 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang telah terjadi 

kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan memanfaatkan sisa 

surat suara. 

Sehingga peneliti beranggapan jika permasalahan ini terus 

menerus didiamkan maka akan sangat fatal akibatnya dapat 

mengganggu jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan hal 

tersebut juga merupakan suatu tindak pidana melawan hukum 

sesuai dengan pasal 178B Undang-Undang Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada). 

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu terkait dengan 

pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala 
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Daerah (Pilkada) tahun 2020 maka dengan ini penulis merasa perlu 

melakukan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: 

“Pengawasan Kasus Pencoblosan Surat Suara Lebih Dari Satu 

Kali Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten 

Pandeglang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan di kembangkan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

Pandeglang? 

2. Apa penyebab terjadinya pencoblosan surat suara lebih dari satu 

kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di 

Kabupaten Pandeglang? 

3. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang 

terhadap  pencoblosan surat suara lebih dari satu kali? 

 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis  melakukan penelitian terhadap 

pokok-pokok permasalahan, yaitu dari sisi kinerja anggota Badan 
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Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang 

dalam kaitannya dengan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali 

pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten 

Pandeglang.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana pada permasalahan yang telah disampaikan di 

atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme  penyelesaian yang 

diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Kabupaten Pandeglang. 

2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pencoblosan surat 

suara lebih dari satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang. 

3. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang 

dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Kabupaten Pandeglang terhadap pencoblosan surat suara lebih 

dari satu kali. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat 

penelitian, manfaat tersebut yaitu berupa: 



5 

 

1. Manfaat Teoritis  

a. Untuk dapat memberikan pemikiran serta pengetahuan 

dalam upaya secara umum sehingga dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan serta ilmu hukum. Dan penulis berharap 

penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk 

masyarakat umum secara luas. 

b. Dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan 

penelitian ilmiah yang terarah. 

c. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam 

pengetahuan Hukum Tata Negara. 

d. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 

Hukum Tata Negara. 

e. Sebagai data penelitian bagi yang ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai pengawasan pencoblosan surat suara lebih dari 

satu kali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 

2020. 

2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

khususnya mengenai pengawasan kasus pencoblosan surat 
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suara lebih dari satu kali. Penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan sumbangsih serta dapat mengembangkan 

pemahaman pada penelitian yang selanjutnya khususnya 

dalam penelitian pengawasan kasus pencoblosan surat suara 

lebih dari satu kali. 

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

jawaban atas pengawasan kasus pencoblosan surat suara 

lebih dari satu kali serta dapat menjadi referensi yang dapat 

memberikan pemahaman terkait pencoblosan surat suara 

lebih dari satu kali. 

c. Untuk memberikan jiwa kritis kepada masyarakat seluruh 

Indonesai mengenai pencoblosan surat suara lebih dari satu 

kali. 

d. Agar dapat menjadi sarana pengetahuan umum kepada 

masyarakat mengenai  pengawasan kasus pencoblosan surat 

suara lebih dari satu kali. 

e. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penanganan 

laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

NO NAMA JUDUL 

SKRIPSI 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Fadel 

Muhammmad  

Departemen 

Hukum Tata 

Negara 

Fakultas 

Hukum  

Universitas 

Hasanuddin 

Makasar 

Analisis 

Hukum 

Terhadap 

Pemungutan 

Suara Ulang 

Dalam 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(PILKADA) 

Persamaan 

antara peneliti 

dan penulis 

yaitu sama-sama 

membahas 

tentang 

pelanggaran 

terhadap 

pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) 

Peneliti 

menfokuskan  

untuk 

memerintahkan 

pemungutan 

suara ulang 

(PSU) 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

terhadap 

pengawasan 

kasus 

pencoblosan 

surat suara lebih 

dari satu kali. 

2. Edwin Kusuma 

Wardana  

Fakultas 

Hukum  

Universitas 

Muhamaddiyah 

Surakarta 

Proses 

Penanganan 

Tindak Pidana 

Pemilu 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

Tahun 2014 Di 

Panitia 

Pengawas 

Pemilu 

(Panwaslu) 

Kabupaten 

Sukoharjo  

(Studi Kasus 

Pada TPS 01 

Dukuh Kebak 

RT/RW 03/01 

Desa Dukuh 

Kecamatan 

Mojolaban 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

penanganan 

pelanggaran 

tindak pidana 

yang terjadi di 

Tempat 

Pemungutan 

Suara (TPS). 

Edwin Kusuma 

Wardana 

memfokuskan 

pembahasannya 

terhadap bentuk 

pelanggaran 

yang terjadi 

selama jalannya 

Pemilihan 

Umum  (Pemilu) 

Presiden dan 

Wakil Presiden. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

pembahasannya 

terhadap proses 

penanganan 

yang dilakukan 

oleh Badan 
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Kabupaten 

Sukoharjo) 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

(Bawaslu) 

Kabupaten 

Pandeglang 

Pada  Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 

2020. 

3. Agung Restu 

Syahputra 

Ilmu Hukum  

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Gunung 

Djati Bandung 

Tindak Pidana 

Pemilu 

Terhadap 

Keterlibatan 

Kampanye 

Kepala Desa 

Di Kaitkan 

Dengan 

Undang-

Undang 

Nomor 10 

Tahun 2016 

Tentang 

Pemilihan 

Gubernur, 

Bupati dan 

Wali Kota Di 

Jawa Barat 

2018 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pelanggaran 

pada saat 

pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) 

Peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

terhadap 

permasalahan 

Kepala Desa 

yang terlibat 

pada kampanye 

atau mendukung 

salah satu 

pasangan calon 

dalam 

Pemilukada di 

Jawa Barat. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

terhadap 

pencoblosan 

surat suara yang 

dilakukan oleh 

Kelompok 

Penyelenggara 

Pemungutan 

Suara (KPPS)  

02 Pasirmae 

untuk 

memenangkan 

pasangan calon 

nomor urut 1. 
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4. Muhamad 

Ardan  

Hukum Tata 

Negara  

Fakultas 

Syariah dan 

Ilmu Hukum 

Institut Islam 

Negeri 

Parepare 

Peran Badan 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum Kota 

Parepare 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

Partisifatif 

(Studi Kasus 

Kota Parepare 

Tahun 2018) 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini yaitu 

bagaimana 

pengawasan 

Badan 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

(Bawaslu) 

dalam 

pelaksanaan 

jalannya 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada). 

Peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

terhadap peran 

Badan 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

(Bawaslu) yang 

bertugas 

meningkatkan 

partisifatif 

masyarakat 

dalam Pemilihan 

Umum (Pemilu) 

dan berpedoman 

pada Undang-

undang (UU) 

Nomor 7 Tahun 

2017. 

Sedangkan 

penulis 

membahas 

tentang 

bagaimana 

mekanisme 

pengawasan dan 

pencegahan 

yang dilakukan 

oleh Badan 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

(Bawaslu) 

Kabupaten 

Pandeglang 

pada Pemilihan 

Kepala Daerah  

(Pilkada) Tahun 

2020. 
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5. Endah 

Maharani  

Ilmu 

Pemerintahan  

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik 

Universitas 

Muhamaddiyah 

Mataram  

Peran Badan 

Pengawas 

Pemilu 

Provinsi Nusa 

Tenggara 

Barat Dalam 

Menangani 

Pelanggaran 

Administrasi 

Pada 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2019 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini yaitu 

meneliti 

terjadinya 

pelanggaran-

pelanggaran 

selama jalannya 

Pemilihan 

Umum (Pemilu). 

Peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

terhadap cara 

penanganan 

yang dilakukan 

oleh Badan 

Pengawas 

Pemilihan 

Umum 

(Bawaslu) 

menanganai 

pelanggaran 

administrasi. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

penelitiannya 

terhadap 

penyebab 

terjadinya 

pencoblosan 

surat suara lebih 

dari satu kali. 

6. Bagus Susilo  

Fakultas 

Hukum  

Universitas 

Semarang 

Peneyelesaian 

Sengketa 

Pelanggaran 

Pilkada 

Kabupaten 

Deiyai 

Provinsi Papua 

Ditinjau Dari 

Undang-

undang RI No 

7 Tahun 2017 

Tentang 

Pemilu 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini yaitu sama-

sama meneliti 

terjadinya 

keberpihakan 

pada pasangan 

tertentu. 

Peneliti 

memfokuskan 

penelitiannya 

terhadap 

rekapitulasi 

dilakukan tidak 

pada blangko 

hasil 

perhitungan 

surat suara, 

tidak ditanda 

tangani oleh 

saksi-saksi 

pasangan calon, 

intimidasi, 

politik uang, 
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keberpihakan 

pelaksanaan 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) pada 

pasangan 

tertentu. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

penelitian 

terhadap 

pelanggaran 

yang dilakukan 

oleh Kelompok 

Penyelenggara 

Pemungutan  

Suara (KPPS) 

02 Pasirmae. 

7. Abid Abyan 

Hukum Tata 

Negara 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum  

Universitas 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Sistem 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

Perspektif 

Imam Al-

Mawardi dan 

Relevansinya 

di Indonesia 

Sama-sama 

membahas 

bagaimana 

sistematika 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) 

menurut imam 

Al Mawardi. 

Peneliti 

memfokuskan 

terhadap 

pemikiran Imam 

Al Mawardi 

tentang sistem 

Pemilihan 

Kepala Daerah  

(Pilkada) 

dihubungkan 

dengan konteks 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) di 

Indonesia yang 

dilaksanakan 

secara langsung. 

Sedangkan 

penulis 

memfokuskan 

terhadap 
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bagaimana 

mekanisme  

pengawasan dan 

pencegahan 

pada Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 

2020 di 

Kabupaten 

Pandeglang. 

8.  M. Agung  

Nurmansyah  

Hukum  

Ketatanegaraan  

Fakultas 

Hukum  

Universitas 

Pakuan Bogor 

Pengaturan 

Dan 

Pelaksanaan 

Penanganan 

Pelanggaran 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

Dan Wakil 

Kepala Daerah 

Serentak 

Tahun 2020 

Oleh Badan 

Pengawas 

Pemilu Kota 

Depok 

Berdasarkan 

Perbawaslu 

No. 13 dan 14 

Tahun 2017. 

Sama-sama 

menjelaskan 

bagaimana 

penanganan 

pelanggaran 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

(Pilkada) Tahun 

2020 yang 

diawasi oleh 

Badan 

Pengawas 

Pemilihaan 

Umum 

(Bawaslu). 

Penelitian ini 

memfokuskan 

mengenai 

pembahasan 

terhadap 

pelanggaran 

administrasi 

terkait larangan 

memberikan 

dan/atau 

menjanjikan 

uang atau materi 

lainnya yang 

dilakukan secara 

terstruktur 

sistematis dan 

masif. 

Kemudian 

pembahasan 

selanjutnya 

memfokuskan 

terhadap 

memberikan 

teguran kepada 

pasangan calon 

yang meilakukan 

peilanggaran, 

meinindak lanjuti 

teirhadap 

kampanyei 
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provokatif, 

meingeiluarkan 

surat peiringatan 

teirtulis dan 

meineiruskan 

peilanggaran kei 

polreis Deipok. 

Seidangkan 

peinulis 

meimfokuskan 

peimbahasan 

peilanggaran 

pada 

peincoblosan 

surat suara sisa 

yang dilakukan 

oleih anggota 

Keilompok 

Peinyeileinggara 

Peimungutan 

Suara (KPPS). 

9.  Wisnu Arya 

Pamungkas 

Jurusan Ilmu 

Peimeirintahan  

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik  

Univeirsitas 

Muhamaddiyah 

Mataram  

Peingawasan 

Bawaslu Pada 

Pilkada 

Seireintak Kota 

Mataram 

Tahunn 2020 

Di Masa 

Pandeimi 

Covid-19 

(Studi Kasus: 

Bawaslu Kota 

Mataram) 

Sama-sama 

meimbahas 

meingeinai 

peingawasan 

Badan 

Peingawas 

Peimilihan 

Umum 

(Bawaslu) 

Teirhadap 

Peimilihan 

Keipala Daeirah 

(Pilkada) 

Seireintak Tahun 

2020. 

Wisnu 
meimfokuskan 
teirhadap 
peingawasan 
Badan 
Peingawas 
Peimilihan 
Umum 
(Bawaslu) Kota 
Mataram pada 
Peimilihan 
Keipala Daeirah 
(Pilkada) Tahun 
2020 dimasa 
pandeimi Covid-
19 yang 
meilanda seiluruh 
wilayah 
Indoneisia. 
seidangkan 
peinulis 
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meimfokuskan 
peimbahasan 
teirhadap 
peilanggaran 
yang teirjadi 
pada Peimilihan 
Keipala Daeirah 
(Pilkada) Tahun 
2020 di 
Kabupatein 
Pandeiglang. 

10. Tirta Akbar 

Program Studi 

Ilmu Politik  

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik  

Univeirsitas 

Islam Neigeiri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Eiveiktifitas 

Peingawasan 

Bawaslu Kota 

Tangeirang 

Seilatan Di 

Masa 

Pandeimi: Studi 

Kasus Pilkada 

Kota 

Tangeirang 

Seilatan Tahun 

2020 

Sama-sama 

meimbahas 

meingeinai 

peingawasan 

Badan 

Peingawas 

Peimilihan 

Umum 

(Bawaslu) pada 

Peimilihan 

Keipala Daeirah 

(Pilkada) Tahun 

2020. 

Tirta Akbar 
meimfokuskan 
teirhadap 
eifeiktivitas 
peingawssan 
Peimilihan 
Keipala Daeirah 
(Pilkada) di 
Kota Tangeirang 
Seilatan deingan 
meimpeirkeitat 
protokol 
keiseihatan. 
Seidangkan 
peinulis 
meimfokuskan 
teirhadap 
peinanganan 
Badan 
Peingawas 
Peimilihan 
Umum 
(Bawaslu) 
Kabupatein 
Pandeiglang atau 
peilanggaran-
peilanggaran 
seilama 
Peimilihan 
Keipala Daeirah 
(Pilkada).  
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G. Kerangka Pemikiran  

Undang-Undang Dasar (UUD) leibih meingeinal Komisi 

Peimilihan Umum (KPU) seibagai leimbaga Peinyeileinggara. Teitapi 

pada praktiknya, peilaksanaan Peimilihan Umum (Peimilu) dan 

Peimilihan Keipala Daeirah (Pilkada) dikeinal deingan leimbaga 

Peingawas yaitu Badan Peingawas Peimilihan Umum (Bawaslu). 

Walaupun tidak diatur deingan teigas di dalam Konstitusi, 

keibeiradaan Badan Peingawas Peimilihan Umum (Bawaslu) dilihat 

dari aspeik keileimbagaan meimiliki keidudukan yang sama di dalam 

peinye ileinggaraan Peimilihan Umum (Peimilu). Keiduanya saling 

beikeirja sama untuk meiwujudkan Peimilihan Umum (Peimilu) dan 

Peimilihan Keipala Daeirah (Pilkada) yang beirkualitas, terdapat 

peirbeidaannya hanya pada tugas dan fungsinya saja. 

Adapun teiori yang beirsangkutan deingan judul peinulisan 

skripsi ini yang akan di paparkan, antara lain: 

a. Teiori Deimokrasi 

Seicara eitimologis deimokrasi beirasal dari bahasa 

Yunani yaitu “deimos” yang beirarti rakyat dan “kratos/krateiin” 

yang beirarti keikuasaan atau keidaulatan. Konseip dasar 

deimokrasi beirarti rakyat yang beirkuasa (goveirnmeint of rulei by 

thei peioplei). Adapun deifinisi singkat meingeinai istilah 
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deimokrasi yang diartikan seibagai peimeirintahan atau keikuasaan 

dari rakyat, oleih rakyat dan untuk rakyat. 
1
 

Konseip deimokrasi dipraktikkan di beirbagai seiluruh 

dunia deingan cara beirbeida-beida dari neigara yang satu deingan 

neigara yang lainnya. Deimokrasi dikeinal deingan beirbagai 

macam istilah yaitu deimokrasi konstitusional, deimokrasi 

parleimeinteir, deimokrasi teirpimpin, deimokrasi rakyat, 

deimokrasi sovieit, dan deimokrasi nasional. Dari banyaknya 

aliran peimikiran teirkait deimokrasi ada dua keilompok yang 

sangat peinting yaitu deimokrasi konstitusional dan deimokrasi 

yang meindasarkan pada komunismei. Peirbeidaan di antara keidua 

deimokrasi teirseibut yaitu bahwa deimokrasi konstitusional 

meincita-citakan peimeirintahan yang teirbatas keikuasaannya, 

yaitu suatu neigara (reichsstaat) yang tunduk pada rulei of law. 

Seidangkan deimokrasi yang meindasarkan dirinya atas 

komunismei meincita-citakan bahwa peimeirintahan 

keikuasaannya tidak teirbatas (machtsstaat) dan yang beirsifat 

totaliteir.
2
 

 

                                                           
1
 Kaelan dan achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan: arti dan 

perkembangan  demokrasi (Yogykarta : Paradigma, 2010) hlm. 55 
2
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm. 259. 
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b. Teiori Peingawasan 

 Peingawasan dalam Bahasa Indoneisia beirasal dari kata 

awas, seihingga peingawasan meirupakan keigiatan untuk 

meingawasi i saja, yai itu meili ihat seisuatu deingan seiksama.
3
 

Iisti ilah peingawasan, peingeindali ian dan peingontrolan 

seicara umum di iarti ikan seibagai i peingawasan. Dalam bahasa 

Iindoneisi ia peirbeidaan antara peingawasan dan peingeindali ian 

beirasal dari i kata awas dan keindali i. Awas seibagai i kata lai in 

yai itu dapat di ili ihat bai ik-bai ik tajam peingli ihatan, dan  waspada 

seidangkan kata meingawasi i atau meili ihat adalah 

meimpeirhati ikan. Seidangkan kata keidali i beirarti i peingeindali ian 

yang meimpunyai i arti i orang yang meingeindali ikan.
4
 

c. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan, kemudian yang kedua berupa keamanan 

hukum bagi indiviu dari kesewenangan pemerintah karena 

                                                           
3
 Victor M. Situmorang dan Jusup Juhir, Aspek Hukum Pengawasan 

Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 17. 
4
 Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintahan: 

Pengertian dan Definisi Pengawasan Pemerintahan, (Bandung: Cendekia Press, 2020) 

hlm. 1-2 
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dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap 

individu.
5
 

Dalam kajian hukum islam peneliti memfokuskan pada 

konsep keadilan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Qs. al Maidah 

ayat 8, Qs. An-Nisa’ ayat 135 dan Qs. An Nahl ayat 90 yaitu 

sebagai berikut:  

ِ شُهدََآٰءَ بٱِلْقسِْطِ ۖ وَلََ  هُِيَ لِِلَّّ ٰٓأََُّهاَ ٱلَّرَِيَ ءَاهٌَىُا۟ كُىًىُا۟ قىَََّّٰ ّـَٰ ََ

ٰٓ ألَََّ تعَْدِلىُا۟ ۚ ٱعْدِلىُا۟ هىَُ أقَْرَبُ  ًَّٰ َجَْرِهٌََّكُنْ شٌََ ـاَىُ قىَْمٍ عَلَ

َ خَبُِر ٌۢ بوَِا تعَْوَلُ  َ ۚ إىَِّ ٱلِلَّّ  ىىَ للِتَّقْىَيَّٰ ۖ وَٱتَّقىُا۟ ٱلِلَّّ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena (adil) lebih dekat 

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha 

teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-mai`dah: 8)
6
 

 

 ًٰٓ ِ وَلىَْ عَلَّٰ
ُْيَ باِلْقسِْطِ شُهدََاۤءَ لِِلَّّّٰ اهِ هٌَىُْا كُىًْىُْا قىََّ َْيَ اَّٰ ٰٓاََُّهاَ الَّرِ ََّٰ

 ً ُ اوَْلَّٰ
ا فاَلِّلَّّٰ ُْرًّ ُْيَ ۚ اىِْ ََّكُيْ غًٌَُِّّا اوَْ فَقِ َْيِ وَالََْقْرَبِ ًْفسُِكُنْ اوَِ الْىَالدَِ اَ

ي اىَْ تعَْدِ  ٰٓ َ بهِِوَاۗ فلَََ تتََّبِعُىا الْهىََّٰ
ا اوَْ تعُْرِضُىْا فاَىَِّ اّللَّّٰ ٰٓ لىُْا ۚ وَاىِْ تلَْى 

ا  ُْرًّ  كَاىَ بوَِا تعَْوَلىُْىَ خَبِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak 
keadilan, dan saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 
sendiri atau terhadap ibu bapak  dan kaum kerabatmu. Jika dia 
(yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu 

                                                           
5
 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan 

Hukum, (Bandung: Reka Cipta, 2020) Hlm. 28 
6
 Mudofir Sanusi, dkk, Al-Majid (Jakarta Pusat: Beras), hlm.18 
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memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu 
kerjakan”. (Qs. An-Nisa’: 135)

7
 

 

ًَّٰ عَيِ  ٌْهَ ًَّٰ وَََ حْسَاىِ وَإَِتاَءِ ذٌِ الْقرُْبَ َ َأَهُْرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ إىَِّ اللَّّ

ۚ  َعَِظكُُنْ لعََلَّكُنْ تَرَكَّرُوىَ  ٍِ ٌْكَرِ وَالْبغَْ  الْفحَْشَاءِ وَالْوُ
“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran’’ Qs. An Nahl: 90)

8
 

 

Dari beberapa ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa 

perintah keadilan meliputi aspek-aspek kehidupan manusia. Ayat 

tersebut secara tegas memegang suatu amanat yang mampu untuk 

menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya 

terdapat beberapa hadist yang membahas mengenai keadilan yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

Dari abu said al-khudri, Nabi bersabda: sesungguhnya yang paling 

dicintai oleh Allah di hari kemudian dan paling dekat tempat 

duduknya dariku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan 

sesungguhnya orang yang dibenci oleh Allah di hari kemudian, dan 

siksaannya sangat pedih adalah pemimpin yang curang.
9
 

 

                                                           
7
 Mudofir Sanusi, dkk, Al-Majid,…,hlm.100 

8
 Mudofir Sanusi, dkk Al-Majid,…,hlm.277 

9
 Lukman Arake, Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan (Yogyakarta: 

Lintas Nalar, Cv 2020) hlm.67 
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Dari Abdullah bin Amru, Nabi bersabda: sesungguhnya orang-

orang yang berlaku adil di dunia, kelak di akhirat akan berada 

diatas mimbar yag terbuat dari berlian di depan Allah karena 

dengan keadilannya di dunia.
10

 
 

 
Dari abdulllah bin Amru bin Ash, Nabi bersabda: sesungguhnya 

oran-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas 

mimbar yang di penuhi cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku 

adil dalam kekuasaannya, keluarganya, dan apa yang mereka 

jabat.
11

 

 

Dalam hadist diatas dikutif dari buku Lukman Arake yang 

sifatnya penting mengenai keadilan yang baik untuk mewujudkan 

pemimpin yang amanah sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

Dalam hal ini kaitannya dengan kecurangan pencoblosan surat 

suara lebih dari satu kali memiliki kedudukan yang sangat penting. 

Berdasarkan atas pemaparan yang sudah dijelaskan di atas maka 

tergambar beberapa konsep yang akan menjadi acuan dalam 

penelitian ini. 

                                                           
10

 
10

 Lukman Arake, Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan,…,hlm.67 
11

 Lukman Arake, Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan,…,hlm.69 
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H. Metode Penelitian 

1. Siifat Peineili iti ian  

Siifat peineili iti ian yang di igunakan dalam peinuli isan hukum iini i 

adalah peineili iti ian kuali itati if yang beirsi ifat deiskri ifti if yai itu 

peimbahasan yang di ilakukan deingan cara meinyaji ikan seirta 

meinjeilaskan data seicara leingkap, seilanjutnya teirhadap data 

teirseibut di ilakukan anali isi is deingan cara meinggunakan teiori i 

dalam i ilmu hukum, peiraturan undang-undang dan peimi iki iran 

dari i peinuli is.  

2. Lokasi i Peineili iti ian  

Lokasi i yang di igunakan peinuli is dalam peineili itiian i ini i adalah 

yang beirteimpat di i kantor Badan Peingawas Peimi ili ihan Umum 

(Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang Provi insi i Bantein. 

3. Peindeikatan peineili iti ian 

Peindeikatan peineili iti ian yang di igunakan deingan peinuli isan i inii 

yai itu peineili iti ian hukum normati if peineili itiian yang di idasarkan 

pada konseip peirundang-undangan yang seiri ing di ikonseipsi ikan 

seibagai imana teilah teirtuli is dalam peiraturan Undang-undang 

(law i in book) hukum yang di ikonseipsi ikan pada kai idah atau 

norma.  
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4. Teikni ik peingumpulan data 

a. Peineili iti ian Keipustakaan (Liibrary Reisseiarch)  

1) Bahan hukum pri imeir, yai itu Undang-undang Dasar 

(UUD), Undang-undang (UU) Peiraturan Peimeiri intah 

dan Peiraturan Peirundang-undangan lai innya; 

2) Bahan hukum seikundeir, yai itu buku-buku, jurnal-jurnal 

i ilmiiah dan hasi il peineili iti ian; 

3) Bahan hukum teirsi ieir yai itu data-data yang beirsumbeir 

hukum pri imeir dan seikundeir seipeirti i einsi iklopeidi ia, 

kamus dan i inteirneit. 

b. Peineili iti ian Lapangan 

Dalam peineili iti ian lapangan i ini i peinuli is meilakukan 

wawancara seicara langsung deingan meingajukan peirsoalan 

yang di ibahas. 

5. Teikni ik Peinuli isan  

Adapun teikni ik peinuli isan Skri ipsii i ini i beirpeidoman keipada:  

a. Buku Peidoman Peinuli isan Skri ipsi i Fakultas Syari iah 

Uni iveirsi itas Iislam Neigeiri i Sultan Maulana Hasanuddi in 

Bantein. 

b. Peinuli isan Bahasa Iindoneisi ia deingan Eijaan yang 

di iseimpurnakan (EiYD) dari i kamus beisar Bahasa Iindoneisi ia. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk meimpeiroleih peimbahasan dan peinuli isan, maka 

peimbahasan i ini i akan di isusun dalam li ima bab dan masi ing-masi ing 

teirdi iri i dari i sub-sub bab deingan si isteimati ika seibagai i beiri ikut: 

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Beilakang 

Masalah, Fokus Peineili iti ian, Rumusan Masalah, Tujuan Peineili iti ian, 

Peineili iti ian Teirdahulu yang Reileivan, Keirangka Peimi iki iran, Meitode i 

Peineili iti ian dan Si isteimati ika Peimbahasan. 

BAB II TINJAUAN TEORISTIS TENTANG 

PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU KALI 

meliputi: Konseip Deimokrasi i, Peimi iliihan Keipala Daeirah (Pi ilkada), 

Peiran Badan Peingawas Peimiili ihan Umum (Bawaslu) Seibagai i 

Peingawas Peinyeileinggara Peimi iliihan Keipala Daeirah (Pi ilkada), 

Peilanggaran dalam Peimungutan dan Peinghi itungan Suara, 

Peimi iliihan Keipala Daeirah  (Pi ilkada) Meinurut Iimam Al Mawardi . 

BAB III KONDISI OBJEKTIF BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN 

PANDEGLANG meliputi: Seijarah Badan Peingawas Peimi ili ihan 

Umum (Bawaslu), Badan Peingawas Peimi iliihan Umum (Bawaslu) 

Kabupatein Pandeiglang: Profi il Leimbaga Badan Peingawas 

Peimi iliihan Umum (Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang, Bi iografi is 
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Kantor Badan Peingawas Peimi iliihan Umum (Bawaslu) Kabupatein 

Pandeiglang, Vi isi i dan Mi isii Badan Peingawas Peimi iliihan Umum 

(Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang, Struktur Piimpi inan Badan 

Peingawas Peimi ili ihan Umum (Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang 

Peiri iodei 2018-2023, Struktur Pi impiinan dan Keiseikreitari iatan Badan 

Peingawas Peimi ili ihan Umum (Bawaslu)  Kabupatein Pandeiglang 

Peiri iodei 2023-2028, Tugas Badan Peingawas Peimi iliihan Umum 

(Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang, Weiweinang  Badan Peingawas 

Peimi iliihan Umum (Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang dan Kewajiban 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

Pandeglang. 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

meliputi: Meikani ismei Peinyelesaian yang Di iteirapkan Oleih Badan 

Peingawas Peimi ili ihan Umum (Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang, 

Peinyeibab Teirjadi inya Peincoblosan Surat Suara Leibi ih Dari i Satu Kali i 

Pada Peimi ili ihan Keipala Daeirah (Pi ilkada) Tahun 2020 di i Kabupatein 

Pandeiglang dan Proseis Peinanganan yang Di ilakukan Oleih Badan 

Peingawas Peimi ili ihan Umum (Bawaslu) Kabupatein Pandeiglang 

dalam Peincoblosan Surat Suara Leibi ih Dari i Satu Kali. 

BAB V Penutup meliputi: Keisi impulan dan Saran.

 


